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SALINAN PUTUSAN
Nomor : 06/Pdt.G/2010/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya telah memeriksa dan mengadili perkara perdata
pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai
berikut, dalam perkara antara :

TERGUGAT ASLI, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan SWASTA, bertempat

tinggal di KOTA MADIUN, semula TERGUGAT, sekarang PEMBANDING ;

MELAWAN

PENGGUGAT ASLI, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat

tinggal di KOTA MADIUN 1, sekarang menunjuk domisili di KOTA MADIUN 2,

semula PENGGUGAT, sekarang TERBANDING ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah melihat dan memeriksa surat-surat yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan
Agama Kota Madiun tanggal 03 Nopember 2009 M. yang bertepatan dengan tanggal 15
Dzulqo’dah 1430 H. nomor : 0161/Pdt.G/2009/PA.Mn., yang amarnya berbunyi sebagai
berikut :
DALAM EKSEPSI :
- Menolak eksepsi Tergugat ;
DALAM POKOK PERKARA :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT ASLI ) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT ASLI ) ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp.419.000,- (Empat ratus sembilan belas ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama
Kota Madiun tertanggal 17 Nopember 2009 nomor : 161/Pdt.G/2009/PA.Mn., bahwa
Tergugat/Pembanding pada tanggal 17 Nopember 2009 telah mengajukan permohonan
banding atas putusan Pengadilan Agama Kota Madiun tanggal 03 Nopember 2009 M. yang
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bertepatan dengan tanggal 15 Dzulqo’dah 1430 H. nomor : 0161/Pdt.G/2009/PA.Mn.,

permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 18
Nopember 2009 ;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan memori bandingnya
tertanggal 15 Desember 2009 dan Penggugat/Terbanding mengajukan kontra memori
bandingnya tertanggal 17 Desember 2009 ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh
Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara
sebagaimana menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan
banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama mempelajari dan meneliti
dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan peradilan tingkat
pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta
keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak yang berperkara, salinan resmi putusan
Pengadilan Agama Kota Madiun tanggal 03 Nopember 2009 M. bertepatan dengan tanggal 15
Dzulga’dah 1430 H. nomor : 0161/Pdt.G/2009/PA.Mn., setelah pula memperhatikan
pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, memori banding dari
Tergugat/Pembanding, serta kontra memori banding dari Penggugat/Terbanding, maka
Pengadilan Tinggi Agama memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan
Agama dalam eksepsi, sepenuhnya dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama, karena
telah didasarkan atas pertimbangan hukum yang tepat dan benar, pertimbangan mana telah
diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama sebagai pertimbangannya sendiri, sehingga oleh
karenanya putusan a quo haruslah dikuatkan ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan
Agama dalam pokok perkara, sepenuhnya dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama,
namun Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu menambahkan pertimbangannya sendiri
sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat/Pembanding serta keterangan
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para saksi baik saksi yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding maupun saksi yang diajukan

oleh Tergugat/Pembanding diperoleh fakta bahwa Penggugat/Terbanding dan Tergugat/

Pembanding sering cekcok terus menerus dan keduanya sudah pisah rumah selama kurang

lebih 3 bulan lamanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan tingkat pertama, bahwa
Mediator yang ditunjuk, Majelis hakim yang memeriksa perkara a quo serta saksi keluarga
kedua belah pihak, telah berusaha untuk merukunkan kembali dan menasehati
Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding, namun usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka cukup alasan bagi
Pengadilan Agama untuk mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding, hal ini sesuai dengan
Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1287/K/AG/1999 tanggal 8 Juni 1999 yang
mengandung abstraksi hukum bahwa bilamana suami isteri dalam kehidupan rumah
tangganya telah terjadi percekcokan yang terus menerus, semua usaha perdamaian yang
dilakukan tidak berhasil menyatukan lagi, maka fakta yang demikian seharusnya ditafsirkan
bahwa hati kedua belah pihak tersebut telah pecah, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal
39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan, dan sesuai pula dengan ibarat dalam kitab figh Sunnah juz II halaman 208 yang
mengutip pendapat Ibnu Shina dalam kitab Ash Shifa’ yang diambil alih oleh Pengadilan
Tinggi Agama sebagai pendapat sendiri yang berbunyi :

Artinya : “Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali,
karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan
kerusakan. Diantaranya jika tabiat suami isteri sudah tidak saling kasih sayang
lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua,
Jjustru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut”

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut diatas, maka
Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa Putusan hakim tingkat pertama yang
mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan
disebutkan di dalam amar putusannya adalah tepat dan benar, dan selanjutnya diambil alih
oleh Pengadilan Tinggi Agama untuk dijadikan alasan sendiri sebagai pertimbangan untuk
memutus perkara ini sehingga oleh karenanya putusan Pengadilan Agama tersebut dalam

pokok perkara sepenuhnya dapat dikuatkan ;
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Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding ini diajukan

Tergugat/Pembanding maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dalam
tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding ;
Mengingat akan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahaun 2006, dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar’i yang berkaitan dengan perkara ini ;
MENGADILI
— Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding
dapat diterima ;
— Menguatkan putusan Pengadilan Agama Kota Madiun tanggal 3 Nopember 2009 M.
bertepatan dengan tanggal 15 Dzulga’dah 1430 H. nomor : 0161/Pdt.G/2008/PA.Mn. ;
— Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat
banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari Selasa tanggal 2 Pebruari
2010 M. bertepatan dengan tanggal 17 Shafar 1431 H. dalam sidang Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya oleh kami Drs. H. MOH. MUNAWAR, sebagai Ketua
Majelis, Drs. H. MUHAMMAD SHALEH, S.H., M.Hum. dan Drs. H. ENDIK SOENOTO, S.H.,
masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi para Hakim
Anggota dan dibantu MASRUCHIN, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri
oleh pihak Pembanding dan Terbanding .

HAKIM ANGGOTA, KETUA MAIJELIS,
Ttd. Ttd.
Drs. H MUHAMMAD SHALEH, S.H., M.Hum. Drs. H. MOH. MUNAWAR
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HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Drs. H. ENDIK SOENOTO, S.H. PANITERA PENGGANTI

Ttd.

MASRUCHIN, S.H.

Rincian biaya perkara : Untuk salinan yang sama bunyinya

leh :
1. Biaya Proses : Rp. 139.000,- Ole
@ Redoksi R 5000 PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA
N P AT SURABAYA,
3. Meterai : Rp. 6.000.-
Jumlah : Rp.150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah) RACHMADI SUHAMKA, S.H.
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